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Abstrak:
Wakaf merupakan sumber kekayaan Islam yang didayagunakan untuk
pembiayaan perjuangan umat Islam, terutama untuk pengentasan kemiskinan.
Karena posisi hukum wakaf adalah sunnat bukan wajib, maka ia lebih fleksibel
dan elastis dalam pemanfaatannya, untuk pembadaayan umat terutama untuk
pengentasan kemiskinan. Agar penyalurannya tepat sasaran dan lebih optimal
dalam memanfaatkan potensi ekonominya, maka sebagaiknya wakaf disalurkan
lewat mekanisme sistem keuangan Islam, yaitu lewat baitul maal seperti zakat dan
lewat lembaga keuangan bank maupun non-bank.
Kata Kunci: wakaf, potensi ekonomi, pengentasan kemiskanan dan sistem
keuangan Islam.
I. Pendahuluan
Jika kita mencoba melihat kembali sejarah awal Islam, maka wakaf masuk
bagian dari sumber kekayaan Islam dalam wadah ‘’Baitul Maal’’ yang merupakan
sumber pembiayaan perjuangan Islam. Beberapa sumber kekayaan ekonomi yang
digunakan untuk perjuangan mensyiarkan Islam antara lain: zakat, infaq, sedekah,
riqaz, huruj, jizyah, anfal, ghanimah dan termasuk waqaf. Mengenai fungsi dari
sumber kekayaan Islam ini, kecuali zakat yang sudah jelas mustahiq-nya (orang
yang berhak menerima) yaitu mereka yang disebut ashnaf samaniyah (kelompok
delapan). Maka, sumber pembiayaan Islam di luar zakat termasuk di dalamnya
wakaf dalam implementasi pemanfaatannya bersifat elastis, intinya untuk
kesejahteraan dan kemaslahatan umat (Chapra, 2011).
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2Sedang wakaf pada umumnya, pemanfaatannya banyak digunakan untuk
membangun infrastruktur baik untuk menunjang ibadah wajib seperti membangun
masjid, mushallah maupun membangun sarana dan prasarana ibadah sunnat,
seperti membangun lembaga pendidikan, pondok pesantren dan gedung-gedung
untuk kegiatan dakwah lainnya. Bahkan wakaf bisa menjadi instrumen ekonomi
produktif seperti untuk pembiayaan proyek-proyek bisnis properti, untuk
pembangun apartemen, perumahan, gedung-gedung perkantoran dan membiayai
dunia industri (E. Nasution, 2002).
Dalam koteks sejarah Islam di Indonesia, wakaf ada sejak masuknya Islam ke
nusantara terlembagakan. Boleh dikata, wakaf sudah menjadi bagian dari tradisi
yang sudah mengakar sebagai solusi bagi masyarakat dalam rangka mengatasi
problem sosial ekonomi kehidupannya. Wakaf dalam sejarah nusantara menjadi
sumber solidaritas sosial dan menjadi bagian dari upaya menyejahterakan
masyarakat ( Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
Karena itulah, para ulama fiqih memasukkan kajian wakaf sebagai
kategori ijtihady, hal itu berdasarkan analisis fuqaha’ bahwa wakaf merupakan
ibadah tabarru’ yang bersifat sunnat. Sedangkan zakat masuk wilayah ibadah
wajib, ini atas dasar pemikiran ulama bahwa zakat terdapat kepastian dalil hukum-
nya atau sudah bersifat Qath’iyyud ad-Dalalah. Dengan kata lain, baik di dalam
al-Qur’an yang sudah jelas dalil ayatnya yang menunjukkan wajibnya zakat
maupun dalil hadits berupa nukilan sabda Rasulullah SAW baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung mengarah pada dalil eksistensi zakat. Karena
termasuk ijtihady, maka para ulama fqih dalam melihat ajaran waqaf itu lebih
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subtansi hukum maupun implementasi manfaat wakaf (Haq dan Anam, 1994).
Dalam konteks sistem keuangan Islam, wakaf dapat menjadi sumber
pembiayaan untuk menyejahteraan umat. Hal itu dikarenakan posisi hukum wakaf
itu sendiri yang bersifat fleksibel dan dengan demikian implementasi manfaat
wakaf tersebut juga bersifat fleksibel. Dalam sistem keuangan Islam, terutama
kalau dikaitkan dengan lembaga keuangan Islam, wakaf bisa dijadikan sumber
mobilisasi dana dan sekaligus menjadi instrumen pembiayaan berbagai proyek
kemaslahatan umat, baik yang konsumtif maupun yang produktif. Yang terpenting
pokok dari harta wakaf harus dijamin kelestariannya, sedangkan yang bisa
dikembangkan untuk pembiayaan adalah manfaat atau hasil dari kekayaan pokok
wakaf tersebut (E. Nasution, 2002).
II. Wakaf dalam Perspektif Syariah Islam
Dalam ajaran Islam atau dalam syari’ah Islam, wakaf tidak mendapat posisi
hukum secara langsung baik di dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi. Berbagai
ahli tafsir maupun ahli hukum fiqih mengelompokkan wakaf sebagai ibadah
sunnah bukan ibadah mahdloh atau ibadah wajib. Ahli tafsir menggolongkan
wakaf sebagai bagian dari tabarru’ atau amal kebajikan, sedang ahli fikih
cenderung menyebutnya sebagai bagian dari sedekah atau infaq. Karena posisinya
di dalam Syari’ah Islam tidak termasuk ibadah wajib, maka dalam kajian ulama
wakaf masuk dalam perspektif kajian yang bersifat ijtihady (Hasan, 1995).
Dengan demikian menurut pendapat para ulama, wakaf adalah merupakan
bidang yang paling dinamis, elastis, prospektif dan bahkan futuristik. Dalam
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menyesuaikan dengan dinamika zaman. Sedang pengertian elastis, karena hukum
waqaf adalah sunnat, maka posisi waqaf sangat memungkinkan dapat
mendatangkan inovasi atau terobosan-terobosan berhubung tidak adanya batasan
hukum wakaf, sepanjang wakaf itu tidak diarahkan untuk tujuan maksiat atau
kebatilan. Wakaf bersifat prospektif dan futuristik, karena ia dapat menjadi
harapan masyarakat atau ummat sebagai instrumen pembiayaan alternatif dalam
menangani masalah kemiskinan dan menyokong ekonomi produktif. Futuristik,
berhubung wakaf bisa menjadi komplemen untuk mengantisipasi krisis ekonomi
di masa mendatang.
Para ahli tafsir banyak yang mengaitkan eksistensi wakaf dengan ayat-ayat
yang mengarah pada amal baik, kebajikan dan infaq (Shihab, 2000). Firman Allah
yang terkait dengan amal baik misalnya: “Berbuatlah kebaikan, supaya kamu
mendapat kemenangan,” (Q.S.al-Hajj:77). Firman Allah yang terkait dengan
kebajikan: ”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)
sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang
kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui” (Q.S: Ali Imran: 92).
Firman Allah yang terkait dengan infaq misalnya: “Perumpamaan (infaq yang
dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir
menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa saja yang
Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa dan Lagi Maha Mengetahui” (Q.S: al-
Baqarah: 261).
5Sedangkan Hadits yang banyak menjadi rujukan tentang keberadaan wakaf
adalah Hadist Nabi yang berbunyi: “Dari Abu Hurairah R.A., Sesungguhnya
Rasulullah SAW: Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah
amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak
soleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim). Para ulama, menafsirkan
shadaqah jariyah sebagai identik dengan konsepsi waqaf. Karena posisi hadits
tersebut ada dalam bab waqaf dan juga pengertian waqaf yang mirip pengertian
shadaqah jariyah, yaitu sedekah yang berpotensi mendapatkan pahala yang tidak
putus-putus, terus mengalir. (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87 dalam
Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
Hadits Nabi SAW yang lebih mengarah kepada pengertian wakaf adalah
Hadits Nabi yang menganjurkan waqaf. Perintah Nabi Muhammad SAW tersebut
ditujukan kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar,
yaitu sebagai berikut: Dari Ibnu Umar R.A. berkata: Bahwa Sahabat Umar R.A.
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah
untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah saya mendapatkan
sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapat tanah sebaik itu, maka
apakah yang engkau perintahkan kepadaku?”, Rasulullah menjawab: “Jika kamu
suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”.
Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan tidak
juga diwariskan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-
orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak
mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya)
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bermaksud menumpuk harta” (H.R. Muslim).
Dalam Hadist Nabi yang lain, subtansi hadits tentang wakaf ini juga
disabdakan oleh Rasulullah SAW: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar
mengatakan kepada Nabi SAW. Saya mempunyai 100 dirham saham di Khaibar.
Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi
saya ingin mnyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: Tahanlah
(jangan jual, jangan dihibahkan dan jangan diwariskan) asalnya (modal pokok)
dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah” (H.R. Buhkari dan Muslim).
Berdasarkan pernyataan teks al-Qur’an maupun Hadits Nabi SAW, maka
melahirkan sejumlah pendapat para ulama mengenai posisi hukum maupun
implementasi manfaat dari wakaf. Barang yang diwakafkan bisa berupa benda
tidak bergerak seperti tanah atau benda bergerak seperti uang atau saham. Secara
global, para ulama sepakat bahwa wakaf bisa menjadi sumber keuangan untuk
menyejahterakan umat dan sumber pembiayaan ekonomi produktif.
III. Koridor Hukum Perwakafan Nusantara
Sungguhpun eksistensi wakaf di bumi nusantara bersamaan dengan masuknya
Islam di nusantara, sehingga bisa dikatakan bahwa pelembagaan wakaf nusantara
sejatinya sudah menjadi tradisi mapan bahkan masuk dalam hukum adat di
berbagai masyarakaat lokal. Justru karena pelembagaannya selama berab-abad
berdasar konvensi, yaitu hukum yang tidak tertulis dan persoalan inilah yang
menyulitkan bagi banyak pemikir untuk melihat sejauh mana perkembangan
perwakafan di bumi pertiwi ini ( Abidin, 2002).
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penjajah setidaknya hal itu bertujuan untuk menjaga tertib sosial. Pemerintah
Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama, tanggal 31
Januari 1905, No 435. Isi surat edaran itu memang tidak menyinggung secara
langsung tentang wakaf, namun pemerintahan kolonial menyatakan bahwa tidak
bermaksud melarang atau menghalang-halangi praktik wakaf umat untuk
keperluan agamanya. Surat edaran kedua, berupa yang dikeluarkan sekretaris
Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomer 1361/A. Isi surat edaran kedua ini
menekankan agar surat edaran pertama menjadi perhatian, kemudian dinyatakan
bahwa ketentuan wakaf harta memerlukan ijin bupati. Bupati yang akan menilai
permohonan itu dari segi tempat harta tetap dan maksud pendiriannya. Kemudian
bupati memerintahkan agar wakaf dimasukkan ke dalam daftar dan dipelihara
oleh Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya dilaporkan ke kantor Landrente.
Sedang surat edaran ketiga adalah yang dikeluarkan sekretaris Governemen
tanggal 24 Desember 1934 nomer 3088/A. Surat edaran ini intinya mempertegas
surat ederan sebelumnya. Kemudian memberi wewenang kepada bupati untuk
menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan tentang tanah wakaf. Surat edaran
yang kelima yang dikeluarkan oleh Sekretaris Governmen tanggal 27 Mei 1935
nomer 1273/A. Isi surat edaran ini juga tentang penegasan terhadap surat edaran
sebelumnya. Juga berisi ketentuan, khususnya mengenai tata cara perwakafan, dan
keinginan agar tanah-tanah wakaf diregistrasi.
Peraturan yang menyangkut bidang perwakafan pada jaman Belanda setelah
pernyataan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh
Pemerintah RI terus dinyatakan berlaku berdasar bunyi pasal II Aturan Peralihan
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mengeluarkan petunjuk tentang perwakafan, yaitu dari Departemen Agama
Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk wakaf. Pada
tanggal 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan Surat Edaran nomer 5/D/1956 tentang
prosedur perwakafan tanah. Ketentuan tersebut untuk memberikan kepastian
hukum wakaf. Dalam rangka penertiban dan pembaharuan sistem hukum agraria,
perkawafan tanah mendapat perhatian khusus sebagaimana termaktub dalam pasal
49 Undang-undang Agraria (UUPA) no. 5 TH 1960.
Dalam rangka memberi ketetapan dan kejelasan hukum tentang tanah
perwakafan, maka pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977 menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai
berikut:
a. “Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan
sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan,
khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai
kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan  makmur
berdasarkan Pancasila. “
b. “Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang
perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan dan cara-cara
perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak
diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap
mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. “
Sejak diberlakukannya PP Nomer 28 tahun 1977 itu, maka semua peraturan
perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan
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perwakafan tanah milik setelah PP No. 28 tahun 1977 dilakukan oleh Departemen
Agama yang mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, menadata
seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air. Pendataan tanah
wakaf hak milik ini sebagai langkah untuk memastikan jumlah tanah wakaf di
Indonesia untuk dijadikan tolok ukur pengelolaan, pemberdayaan dan pembinaan
tanah wakaf. Kedua, memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi
dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.
Keluarnya PP No. 28 tahun 1977 banyak menyelematkan asset wakaf, karena
sebelum adanya aturan tersebut banyak tanah-tanah wakaf yang jatuh kepada
pihak-pihak yang tidak berhak. Cara penghentiannya adalah dengan memberikan
sertifikat wakaf terhadap tanah-tanah yang memiliki status wakaf. Maka, dengan
disertifikatkan tanah wakaf tersebut memiliki status hukum yang jelas dan apabila
ada pihak-pihak yang mengambil, maka dapat dituntut sesuai ketentuan yang
berlaku.
Sejak diadakannya pendataan oleh Depag RI, maka status tanah wakaf mulai
diketahui jumlahnya. Berdasarkan laporan Depag RI per Februari 2003 jumlah
tanah wakaf seluruh Indonesia adalah  sebanyak 362.471 lokasi dengan luas yang
mencapai 1.475.198.586 M2. Dari jumlah tersebut yang sudah bersertifikat sekitar
75%, sedang sisanya belum bersertifikat. Dari data tersebut terungkap juga bahwa
wilayah paling banyak memiliki tanah wakaf adalah sebagai berikut: Jawa
Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, Sumut, NTB dan Lampung. Wilayah ini
memiliki miliki kisaran antara 11 ribu sampai 81 ribu lokasi tanah wakaf.
Sedangkan wilayah lainnya memiliki kisaran antara 209 sampai 9.956 lokasi.
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Data tersebut belum termasuk tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh Ormas-
ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain.
Dengan melihat jumlah data wakaf yang luar biasa besarnya tersebut, maka
sesungguhnya maka tanah wakaf memiliki potensi besar untuk meningkatkan
kesejahteraan umat, jika dikembangkan secara profesional dan akuntabel.
Setelah dikeluarkannya PP No. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang wakaf
selanjutnya pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI no. 1
tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977. Kemudian sebagai
tindaklanjut dikeluarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam Depag RI
No.Kep./D/75/1978, dan juga Inpres RI No. I tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Banyaknya aturan tentang wakaf yang dikeluarkan ini belum
memberikan dampak sosial yang signifikan bagi kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Hal itu disebabkan masalah perwakafan masih berkutat pada
perwakafan benda tidak bergerak yaitu tanah. Sedangkan wakaf bagi benda
bergerak belum mendapat perhatian peraturan-peraturan tentang yang dikeluarkan
sebelumnya.
Barulah setelah munculnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
pengembangan wakaf secara legal formal mendapat pijakan hukum yang lebih
komprehensif dan integratif. Apalagi UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini
ditindaklanjuti dengan keluarnya PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU
No. 41 Tahun 204 Tentang Wakaf. Maka, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
ini dianggap sebagai paradigma Fikih Wakaf Baru yang memberikan pembeda
dari konsepsi fikih wakaf sebelumnya. Setidaknya kalau dibingkai dapat diurai
perbedaannya sebagai berikut:
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Pertama, benda yang diwakafkan (maukuf bih), dalam UU atau aturan
sebelumnya ketentuan benda wakaf hanya pada wakaf harta yang tidak bergerak.
Pemanfaatan wakaf tidak bergerak lebih banyak untuk kepentingan konsumstif
seperti pembangunan masjid, madrasah, kuburan, yayasan yatim piatu, pesantren,
sekolah dan sebagainya. Sedangkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga
mengatur barang wakaf yang dari benda bergerak seperti waqaf uang (cash waqf),
saham atau surat-surat berharga lainnya. Bagaimana pun ini merupakan suatu
terobosan dalam perwakafan, karena benda wakaf bergerak seperti uang, saham
dan surat berharga lainnya merupakan instrument keuangan yang dapat
didayagunakan untuk ekonomi produktif bagi kesejahteraan umat.
Kedua, persyaratan nadzir (pengelola harta wakaf). Pada UU No. 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf ditekankan agar nadzir wakaf: (a) harus berupa badan
hukum atau sekelompok orang. Ini berdasarkan pengalaman nadzir perorangan
lebih memungkinkan terjadinya penyelewengan terhadap harta wakaf. (b)
Persyaratan nadzir yang mengarah pada kinerja professional. Ini tidak terdapat
dalam ketentuan aturan-aturan sebelumnya, maka nadzir dengan UU wakaf yang
baru ini, sangat memungkinkan manajemen pengelolaan dana wakaf akan
mengarah pada produktifitas dan profesionalisme.
Ketiga, pemberdayaan, pengembangan, dan pembinaan. Dalam UU No. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf menyantumkan tentang dua hal: (a) pemberdayaan
dan pengembangan harta wakaf yang mempunyai potensi ekonomi optimal lewat
sistem dan arah managemen sesuai dengan tuntunan syari’ah. Selama ini,
pengembangan harta wakaf berdasarkan konsepsi yang konservatif dan bersifat
stagnan. (b) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menekankan tentang  adanya
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Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi potensi
wakaf secara nasional. Maka, dengan adanya lembaga yang bersifat nasional ini,
pengembangan dan pemberdayaan harta wakaf akan berjalan secara optimal dan
dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat akan lebih terasa.
IV. Model Pembiayaan Wakaf dalam Sistem Keuangan Islam
Model pembiayaan wakaf atau penyaluran wakaf selama ini setidaknya ada
dua model, yaitu penyaluran langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud
penyaluran langsung adalah wakif atau orang yang mewakafkan hartanya
langsung disalurkan kepada nadzir dan nadzir langsung mewujudkan kehendak
dari wakif. Sedangkan yang tidak langsung adalah penyaluran harta wakaf yang
sudah melalui lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan syariah. Lembaga
Keuangan Syari’ah (LKS) akan menyalurkan dana wakaf tersebut lewat produk
pembiayaan ( Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004).
Dalam sistem keuangan Islam modern, model lembaga keuangan Islam dapat
dimetaforkan ke dalam bentuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT mengelola
keuangan Islam dalam dua bentuk, yang pertama tercermin dalam konsep ‘’Baitul
Maal’’, yaitu gudang harta umat Islam yang menampung zakat, infaq, sedekah,
anfal, khuruj, jizyah dan termasuk wakaf. Kemudian, yang kedua BMT sebagai
Baitut Tamwil, yang fungsinya adalah menghimpun dan menyalurkan dengan
sistem seperti perbankan modern. Dana wakaf bisa dimasukkan ke Baitul Maal
maupun ke Baitut Tamwil-nya. Hanya memang yang lebih mengena, karena pada
dana wakaf harus melestarikan harta pokoknya wadah yang paling bagus adalah
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lewat Baitut Tamwil-nya, artinya lebih baik disimpan dan disalurkan lewat
Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).
Dalam lembaga keuangan syari’ah dana wakaf penyalurannya bisa lewat
produk pembiayaan yang sudah dihalalkan oleh lembaga fatwa ulama, yaitu
setidaknya ada tiga macam: mudharabah, musyarakah dan murabahah. Ketiga
model ini yang sangat dianjurkan adalah pada model penyertaan, yaitu
mudharrabah dan musyarakah. Sedangkan murabahah berdasarkan temuan
penelitian (Khasanah, 2013) bahwa produk pembiayaan tersebut mirip dengan
kredit di bank konvensional.
Model lain untuk penyaluran dana wakaf juga bisa disalurkan lewat
pembiayaan qardul hasan, pinjaman yang hanya dianjurkan mengembalikan
pokoknya saja. Dengan model-model penyaluran seperti itulah, maka dana wakaf
bisa tercapai tujuannya, yaitu melestarikan harta pokoknya dan bisa
mengoptimalkan manfaat sosial ekonomi dari dana wakaf tersebut untuk
kesejahteraan masyarakat. Dengan model pembiayaan yang berbasis sistem
keuangan Islam, maka dana wakaf dapat dikerangkakan untuk mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan
produktifitas ekonomi umat. Karena dengan penyaluran lewat LKS, program
pemberdayaan dan pengembangan serta pembinaan wakaf dapat dilakukan secara
terencana dan terukur. Dengan demikian kinerjanya dapat terus diawasi dan
ditingkatkan, sehingga mencapai target yang sudah direncanakan.
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V. Penutup
Kesimpulan
Wakaf merupakan bagian dari sistem keuangan Islam, yang pada jaman Islam
awal termasuk yang membiayai perjuangan umat Islam dalam rangka
pemberdayaan sosial ekonomi umat. Dengan demikian wakaf juga bisa
dikerangkakan sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.
Para fukoha’(ahli hukum Islam) memasukkan wakaf sebagai ibadah sunnat
bukan ibadah wajib atau mahdloh. Mereka memasukkan wakaf sebagai ibadah
jariyah yang pahalanya selalu mengalir. Karena bersifat sunnat maka lebih
fleksibel dan elastis, yang pemanfaatannya bisa dikiyaskan atau diasosiasikan
dengan zakat yaitu yang berhak (mustahiq) mendapatkan adalah asnaf samaniyah
(delapan kelompok) dan lebih elastis sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Kelembagaan wakaf di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam ke
bumi nusantara, sehingga eksistensi dan pemanfaatannya sudah mengakar dan
mapan berlaku dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun karena kurang
terdata dengan baik dan pemanfaatannya tidak dilakukan secara profesional, maka
potensi ekonomi wakaf belum dirasakan sebagai sarana ekonomi yang strategis
dalam sosial ekonomi terutama bagi pengentasan kemiskinan.
Potensi ekonomi wakaf mulai terlihat setelah dilakukannya pendataan
mengenai tanah atau barang yang diwakafkan di seluruh Indonesia. Dan menjadi
lebih kentara lagi setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
sebagai era paradigma baru perwakafan. Setidaknya tentang tiga hal, Pertama,
benda yang diwakafkan (maukuf bih), yang tidak hanya harta yang tidak bergerak,
tetapi juga barang wakaf benda bergerak seperti waqaf uang (cash waqf), saham
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atau surat-surat berharga lainnya. Kedua, persyaratan nadzir (pengelola harta
wakaf), harus berupa badan hukum atau sekelompok orang dan nadzir yang
mengarah pada kinerja professional. Ketiga, pemberdayaan, pengembangan, dan
pembinaan, yaitu pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf ke arah potensi
ekonomi dan menekankan tentang  adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI)
sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi potensi wakaf secara nasional sehingga
dampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat akan lebih terasa.
Penyaluran wakaf dalam rangka pembedayaan ekonomi umat sebaiknya
disalurkan lewat sistem keuangan Islam, yaitu yang memfungsusikan baitul maal
layaknya pengeloalaan zakat dan juga melibatkan lembaga keuangan profesional
yaitu lembaga tamwil, lembaga keuangan Islam baik bank Islam maupun non-
bank seperti BMT dan sebagainya..
Penyaluran dana wakaf juga bisa disalurkan lewat pembiayaan qardul hasan,
pinjaman yang hanya dianjurkan mengembalikan pokoknya saja. Bentuk
penyaluran lain seperti: mudharabah, musyarakah dan murabahah. Ketiga model
ini yang sangat dianjurkan adalah pada model penyertaan, yaitu mudharrabah dan
musyarakah. Sedangkan murabahah kurang sesuai karena mirip dengan sistem
keuangan konvensional.
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